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Belanja Tak Terduga- Empat Poin Prioritas Penanganan Longsor di Tana Toraja 

 

Sumber gambar: 

https://indonesiasatu.co/detail/empat-poin-prioritas-penanganan-longsor-di-tana-toraja 

 Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian bersama dengan 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir 

Effendy tiba di Kabupaten Tana Toraja, Jumat (19/4). 

Agenda kunjungan kerja diawali dengan tinjauan ke lokasi longsor di Kelurahan Manggau, 

Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja. 

Rombongan yang terdiri dari Sekretaris Utama BNPB, Menko PMK, Deputi Penanganan 

Darurat BNPB, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan 

Penanggulangan Bencana Kemenko PMK,dan Plt. Deputi Bidang Kebudayaan Kemenko PMK 

melihat secara langsung titik longsor yang menyebabkan korban jiwa sebanyak 20 meninggal 

dan kerugian materil sedikitnya enam unit rumah rusak berat tertimbun material longsor. 

Selain meninjau langsung lokasi terdampak longsor, rombongan Menko PMK dan Sestama 

BNPB berkesempatan untuk melawat sembilan anggota keluarga yang meninggal dunia dalan 

serta memberikan santunan kepada keluarga korban. 

Perwakilan keluarga korban menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan 

oleh pemerintah kepada para warga terdampak longsor di Kecamatan Makale. 

https://indonesiasatu.co/detail/empat-poin-prioritas-penanganan-longsor-di-tana-toraja
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"Kami merasakan kehadiran negara saat kami tertimpa musibah. Sejak hari pertama musibah 

longsor ini banyak sekali dari pemerintah dan pemerintah daerah yang datang memberikan 

bantuan," kata Pendeta mewakili keluarga dan masyarakat Manggau. 

  

Empat Arahan Penanganan Bencana 

Di lokasi terdampak longsor, Menko PMK dan Sestama BNPB juga menyempatkan diri 

berbincang dengan warga terdampak. Mereka mencatat beberapa keluhan warga seperti 

rusaknya infrastruktur jembatan yang menyebabkan anak-anak harus berjalan cukup jauh untuk 

mencapai sekolah, akses jalan yang rusak membuat warga kesulitan ketika akan menjual sayur 

hasil pertanian, serta rumah yang rusak membuat warga harus tinggal di pengungsian 

sementara. 

Dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Longsor yang dilaksanakan di Rumah Jabatan 

Bupati Tana Toraja, Menko PMK menyampaikan empat arahan penanganan bencana longsor. 

Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB menyebutkan, arahan pertama, 

terkait perbaikan jembatan penghubung dua desa yang rusak agar segera dibuatkan jembatan 

darurat. Hal ini guna memudahkan mobilisasi warga terutama bagi anak sekolah. 

"Kalau bisa dalam satu-dua hari ini bisa selesai jembatan daruratnya. Pembangunannya 

dipimpin oleh Dandim, kerahkan satuan, untuk pembiayaannya dibantu oleh BNPB," terang 

Muhadjir. 

Kedua, perbaikan jembatan permanen. Instruksi Menko PMK kepada Bupati Tana Toraja agar 

segera menginventarisir aset jalan yang rusak. Hal ini guna efektifitas pembiayaan 

pembangunan. 

Ketiga, terkait rumah warga yang terdampak serta rumah warga yang memiliki risiko longsor. 

Menko PMK mewanti-wanti agar segera disedikan hunian sementara bagi warga hingga 

kepastian relokasi dan pembangunan hunian tetap selesai dilaksanakan. 

Keempat, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja segera mencari lahan relokasi untuk 

pembangunan hunian tetap bagi warga yang terdampak longsor Tana Toraja. 

Menko PMK berpesan agar proses pencarian lahan ini melibatkan Badan Geologi untuk 

pemetaan lahan yang aman. Menko PMK juga akan berkoordinasi dengan Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penyediaan lahan mengingat lokasi terdekat dengan 

wilayah terdampak merupakan area perhutanan. 

"Pembangunan rumah relokasi harus lebih baik, prinsipnya harus menggunakan desain rumah 

tahan longsor", tambah Muhadjir. 

  

Dukungan Operasional BNPB 
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Menindaklanjuti arahan Menko PMK, Rustian menyampaikan BNPB telah melaksanakan 

beberapa arahan tersebut di atas dalam masa penanganan tanggap darurat khususnya dalam 

pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga terdampak. 

BNPB telah mendirikan sejumlah tenda keluarga untuk 22 KK yang tempat tinggalnya 

terdampak longsor. Tenda keluarga ini dapat dimanfaatkan sebagai hunian sementara. Setiap 

tenda dilengkapi dengan alas, matras, kasur lipat dan selimut. Tenda-tenda didirikan di halaman 

gereja dan rumah penduduk yang posisinya lebih aman. 

Selain tenda keluarga, BNPB juga memberikan bantuan sembako untuk beberapa hari ke depan 

bagi warga terdampak. Pemenuhan kebutuhan dasar ini juga didukung paket makanan siap saji 

dan hygiene kit. 

Memasuki masa transisi darurat ke pemulihan, BNPB mendorong Pemerintah Kabupaten Tana 

Toraja untuk segera melakukan pendataan dan pencarian terkait lahan yang akan digunakan 

untuk relokasi. 

"Segera dipastikan jika ada tanah dari Pemkab atau tanah milik masyarakat yang layak 

dibangun, harus ada kajian dari Dinas Pekerjaan Umum dan rekomendasi dari Badan Geologi 

karena prinsip penanggulangan bencana haruslah built back better," kata Rustian. 

Rustian menambahkan, selama menunggu rekomendasi relokasi bagi warga terdampak, 

masyarakat akan mendapatkan bantuan berupa dana tunggu sebesar 500 ribu rupiah per bulan. 

BNPB juga memberikan bantuan dukungan operasional berupa Dana Siap Pakai (DSP) sebesar 

250 juta rupiah kepada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Dana ini dapat dipergunakan untuk 

operasioanl penanganan darurat bencana, salah satunya adalah pembangunan jembatan darurat. 

Kepada pemerintah kabupaten, Rustian mengatakan BNPB akan terus melakukan 

pendampingan guna mempercepat proses transisi darurat ke pemulihan. 

"Pemerintah Kabupaten tidak perlu khawatir karena BNPB akan mendampingi, mulai dari 

Deputi, para direktur hingga staff diturunkan hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi," 

tambah Rustian. 

Pada kesempatan rakor ini, selain menyerahkan bantuan dukungan operasional dana siap pakai, 

BNPB juga menyerahkan bantuan peralatan dan logistik kepada Pemerintah Kabupaten Tana 

Toraja guna penanggulangan bencana antara lain tenda keluarga, tenda pengungsi, velbed, light 

tower, genset, pompa alkon, penjernih air, gergaji mesin, dan senter evakuasi 

Adapun dalam hal tersebut, Dalam upaya tanggap bencana, Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Selatan, dibawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Bahtiar Baharuddin, telah menyalurkan 

bantuan beras seberat 10 ton kepada Pemerintah Kabupaten Luwu. Bantuan ini diberikan untuk 

meringankan beban korban banjir dan longsor yang terjadi di wilayah tersebut. 

Penyerahan bantuan dilakukan di Posko Induk Tanggap Bencana yang berlokasi di Lapangan 

Andi Djemma, Kota Belopa, Minggu, 5 Mei 2024.  
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"Kami berharap bantuan ini dapat segera dimanfaatkan untuk membantu warga yang 

terdampak bencana," ujar Kepala Dinas Sosial Sulsel, Malik Faisal. 

Kondisi terkini menunjukkan bahwa sekitar 3.000 warga dari 12 desa di Kecamatan 

Latimojong masih terisolasi akibat bencana. Pemerintah Daerah telah menetapkan status siaga 

darurat bencana alam hingga 16 Mei 2024, sementara status tanggap bencana akan berlangsung 

selama satu bulan, mulai dari 3 Mei hingga 3 Juni 2024, untuk fokus pada penanganan daerah-

daerah terisolir. 

Pj Bupati Luwu, Muhammad Saleh menegaskan, akan terus berupaya memberikan yang terbaik 

bagi warganya. "Dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

memberikan dukungan dalam penanganan bencana ini," ucapnya. 

Dengan langkah-langkah yang diambil, diharapkan kondisi di Kabupaten Luwu dapat segera 

pulih dan warga yang terdampak dapat kembali menjalani kehidupan normal mereka. 

"Prioritas kami adalah memastikan bantuan ini sampai ke tangan mereka yang membutuhkan, 

terutama di daerah-daerah yang terisolasi," tambahnya. (*) 

Sumber Berita: 

1. https://indonesiasatu.co/detail/empat-poin-prioritas-penanganan-longsor-di-tana-toraja 

2. https://sulselprov.go.id/post/pemprov-sulsel-beri-bantuan-10-ton-beras-untuk-korban-

banjir-dan-longsor-di-luwu 

 

Catatan: 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 68 

yang menyatakan: 

(1)   Belanja  tidak  terduga sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 56 ayat  (3)  merupakan 

pengeluaran anggaran atas  Beban APBD     untuk   keadaan   darurat   termasuk     keperluan 

mendesak serta pengembalian atas kelebihan  pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-

tahun  sebelumnya. 

 

(2)  Dalam  hal   belanja  tidak  terduga  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)  tidak mencukupi, 

menggunakan: 

a.   dana dari hasil penjadwalan ulang capaian  Program  dan Kegiatan  lainnya  serta 

pengeluaran Pembiayaan  dalam tahun anggaran berjalan;  dan/ atau 

b.  memanfaatkan kas yang tersedia. 

(3)  Penjadwalan     ulang    capaian    Program   dan     Kegiatan sebagaimana    dimaksud    

pada    ayat    (2)      huruf    a diformulasikan   terlebih   dahulu  dalam    Perubahan    DPA 

SKPD. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 69 

yang menyatakan: 

(1)  Keadaan  darurat  sebagaimana dimaksud dalam pasal  68 ayat (1)  meliputi: 

a.  bencana   alam,   bencana   non-alam,    bencana   sosial dan/ atau kejadian luar biasa; 

b.  pelaksanaan    operasi   pencarian     dan    pertolongan; 

dan/atau 

c.   kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. 

(2)   Keperluan  mendesak sebagaimana dimaksud  dalam pasal 68  ayat (1)  meliputi: 

a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat  yang  anggarannya  belum  

tersedia  dalam tahun anggaran berjalan; 

b.    Belanja  Daerah  yang  bersifat  mengikat   dan  belanja yang bersifat wajib; 

c.    Pengeluaran    Daerah    yang   berada   diluar   kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat 

diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang• undangan;  dan/atau 

d.    Pengeluaran  Daerah  lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan  kerugian  yang  

lebih  besar  bagi Pemerintah Daerah  dan/ atau masyarakat. 

(3) Kriteria   keadaan  darurat   dan  keperluan   mendesak sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   

(1)    dan   ayat   (2) ditetapkan dalam Perda tentang APBD  tahun berkenaan. 

(4)   Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia   anggarannya,    

diformulasikan    terlebih   dahulu dalam   RKA   SKPD,    kecuali  untuk   kebutuhan   tanggap 

darurat  bencana,   konflik  sosial,   dan/ atau  kejadian   luar biasa.  

(5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana,  konflik sosial,    dan/ atau    kejadian    

luar     biasa     sebagaimana dimaksud   pada   ayat   (4)     digunakan     sesuai   dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6)  Pengeluaran untuk  mendanai  keperluan   mendesak  yang belum tersedia anggarannya 

dan/ atau tidak cukup  tersedia anggarannya,  diformulasikan  terlebih  dahulu   dalam  RKA 

SKPD  dan/ atau Perubahan DPA SKPD. 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 

141 yang menyatakan: 

( 1)   Setiap pengeluaran  harus  didukung  bukti  yang  lengkap dan  sah  mengenai hak  yang 

diperoleh oleh   pihak  yang menagih. 

(2)   Pengeluaran kas yang mengakibatkan  Behan  APBD  tidak dapat dilakukan sebelum 

rancangan Perda  tentang  APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.  
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(3)   Pengeluaran  kas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (2) tidak   termasuk  pengeluaran  

keadaan  darurat   dan/atau keperluan  mendesak sesuai dengan  ketentuan  peraturan 

perundang-undangan. 

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 21 yang menyatakan:  

a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada kepala daerah. 

b. Kepala   daerah   menetapkan   Bendahara   Pengeluaran   untuk melaksanakan tugas 

kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan 

pada SKPD dan SKPKD. 

c.    Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang: 

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan 

SPP LS; 

2)     menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU; 

3) melaksanakan  pembayaran  dari  UP,  GU,  dan  TU  yang dikelolanya; 

4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

5)     meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 

Lanjutan Bendahara Pengeluaran: 

6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA    dan    laporan    

pertanggungjawaban    secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan 

7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

d.    Selain     tugas     dan     wewenang,     Bendahara     Pengeluaran melaksanakan tugas dan 

wewenang lainnya meliputi: 

 

1)    melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah; 

2)    memeriksa kas secara periodik; 

3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank; 

4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil 

pemeriksaan internal dan eksternal; 

5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau 

hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan 

6)    pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD  
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yang melaksanakan fungsi BUD. 

e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul 

PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

f. Penetapan  Bendahara  pengeluaran  pembantu  didasarkan  atas pertimbangan: 

1)    besaran anggaran; 

2)    rentang kendali dan/atau lokasi; dan 

g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi: 

1)    mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS; 

2)    menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara  Pengeluaran; 

3)    menerima dan menyimpan TU dari BUD; 

4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya; 

5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

6)    meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 

7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan 

8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA   dan   laporan   

pertanggungjawaban   secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik. 

h.    Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu  

memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi: 

1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; 

2)    memeriksa kas secara periodik;  

3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank; 

4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil 

pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan 

5)    menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau 

hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan. 

i. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan bendahara unit 

organisasi bersifat khusus. 

j.     Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan 

Bendahara Pengeluaran. 
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k. Bendahara     Pengeluaran     Pembantu     secara     administratif bertanggung jawab 

atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA. 

l.     Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan bertanggung jawab 

secara administratif dan fungsional.  

m. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat     

laporan     pertanggungjawaban     secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan 

disampaikan kepada PA. 

n.    Bendahara  Pengeluaran  pembantu bertanggung  jawab  secara administratif dengan 

membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD 

dan disampaikan kepada KPA. 

o.    Bendahara  Pengeluaran  bertanggung  jawab  secara  fungsional dengan membuat laporan 

pertanggungjawaban secara fungsional atas  pengeluaran  pada  SKPD  dan  disampaikan  

kepada  PPKD selaku BUD. 

p. Bendahara  Pengeluaran  pembantu  bertanggung  jawab  secara fungsional dengan 

membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan 

disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran. 

q. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang 

bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan 

belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan. 

r. Pegawai   yang   bertugas   membantu   Bendahara   Pengeluaran melaksanakan  tugas  

dan  wewenang  sesuai  dengan  lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD. 

s. Pegawai  yang  membantu  Bendahara  Pengeluaran  bertanggung jawab kepada 

Bendahara Pengeluaran. 

t.     Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang: 

1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa; 

2)  bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa; 

3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi 

baik secara langsung maupun tidak langsung; dan 

4) larangan  berlaku  juga  terhadap  Bendahara  Penerimaan Pembantu, Bendahara 

Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus. 

u. Larangan  bagi  Bendahara  Penerimaan,  Bendahara  Penerimaan Pembantu, Bendahara 

Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, 

tindakan, dan/atau aktivitas  lainnya  yang  berkaitan  langsung  dengan pelaksanaan APBD. 

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan: 
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9.    Pengeluaran  Daerah  yang  dianggarkan  dalam  APBD  merupakan rencana Pengeluaran 

Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang 

cukup. 

10.  Setiap  Pengeluaran  Daerah  harus  memiliki  dasar  hukum  yang melandasinya. 

11. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam 

APBD. 

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 52 yang menyatakan: 

Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan 

terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut: 

a. Belanja    tidak    terduga    digunakan    untuk    menganggarkan pengeluaran 

 untuk   keadaan   darurat   termasuk   keperluan mendesak yang   tidak   dapat   

diprediksi   sebelumnya   dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah 

tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 

b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah

 daerah   dilaksanakan   sesuai   dengan   ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c.     Keadaan darurat meliputi: 

1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; 

2)    pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau  

3) kerusakan   sarana/prasarana   yang   dapat   mengganggu kegiatan pelayanan publik. 

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, 

diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat 

bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat 

bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan. 

Pengunaan  belanja  tidak  terduga  untuk  kebutuhan  tanggap darurat bencana meliputi 

pencarian dan penyelamatan korban bencana,   pertolongan   darurat,   evakuasi   korban   

bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan 

penampungan serta tempat hunian sementara. Batas  waktu  penggunaan  belanja  tidak  terduga  

adalah  waktu status  keadaan  darurat  bencana  yaitu  dimulai  saat  tanggap darurat ditetapkan 

oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai. 

d.    Keperluan mendesak meliputi: 

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum 

tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

2) Belanja  Daerah  yang  bersifat  mengikat  dan  belanja  yang bersifat wajib; 
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a) Belanja  daerah  yang  bersifat  mengikat  merupakan belanja yang dibutuhkan secara 

terus menerus dan harus dialokasikan  oleh  pemerintah  daerah  dengan jumlah yang 

cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: 

(1) belanja  pegawai  antara  lain  untuk  pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan 

(2) belanja   barang   dan   jasa   antara   lain   untuk pembayaran telepon, air, listrik dan 

internet 

b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya      

kelangsungan      pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, 

kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok 

pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan.  

3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat 

diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau 

4) Pengeluaran  Daerah  lainnya  yang  apabila  ditunda  akan menimbulkan kerugian yang 

lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Pengeluaran untuk mendanai 

keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia 

anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA 

SKPD. 

e. Kriteria  keadaan  darurat  dan  keperluan  mendesak  ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah tentang APBD tahun berkenaan. 

f. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun 

sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan 

daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya. 

g. Bantuan  sosial  yang  tidak  dapat  direncanakan  sebelumnya diusulkan oleh SKPD 

terkait dengan tata cara sebagai berikut: 

1) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari 

kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD); 

2)    PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT  

kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB. 

h. Belanja  tidak  terduga  diuraikan  menurut  jenis,  objek,  rincian objek, dan sub rincian 

objek dengan nama Belanja Tidak Terduga. 

i.     Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai  

keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan: 

1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya 

serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau 
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2)    memanfaatkan kas yang tersedia. 

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu 

dalam Perubahan DPA SKPD. 

j. Tata  cara  penggunaan  belanja  tidak  terduga  untuk  mendanai keadaan darurat 

dilakukan dengan tahapan: 

1) Kepala  daerah  menetapkan  status  tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-

alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

2) berdasarkan  penetapan  status  kepala  daerah  dan/atau dokumen lain   sesuai   

ketentuan   peraturan   perundang- undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan 

tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD. 

3)    berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD 

mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan 

tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana 

kebutuhan belanja. 

k. Tata  cara  penggunaan  belanja  tidak  terduga  untuk  mendanai keperluan mendesak 

dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit 

SKPD yang membidangi, dengan tahapan: 

1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu 

diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah; 

2)    dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja  

tidak   terduga   terlebih   dahulu   diformulasikan   dalam  

Perubahan DPA-SKPD; dan  

3) RKA-SKPD  dan/atau  Perubahan  DPA-SKPD  sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD 

untuk selanjutnya  ditampung  dalam  Peraturan  Daerah tentang Perubahan APBD atau 

dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran  bagi  pemerintah  daerah  yang  tidak 

melakukan perubahan    APBD    atau    telah    melakukan perubahan APBD. 

l. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan 

darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan: 

1)    dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak  

terduga  terlebih  dahulu  diformulasikan  dalam  RKA-SKPD  

yang membidangi keuangan daerah;  
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2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga   terlebih   

dahulu   diformulasikan   dalam Perubahan DPA-SKPD; dan 

3) RKA-SKPD  dan/atau  Perubahan  DPA-SKPD  sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD 

untuk selanjutnya  ditampung  dalam   Peraturan  Daerah tentang Perubahan APBD atau 

dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran  bagi  Pemerintah  Daerah  yang  tidak 

melakukan perubahan    APBD    atau    telah    melakukan perubahan APBD.  

m. Ketentuan   lebih   lanjut   mengenai   tata   cara   penganggaran, pelaksanaan dan   

penatausahaan,   pertanggungjawaban   dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja 

tidak terduga ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. 

 

 


